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ABSTRAK

Fitriya Annisya. NPM. 1405170443. Analisis Penerapan Perpajakan
Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara. Medan. 2018.

Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa
bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya. Sehingga penerapan perpajakan Sebagai pemungut PPN dan pemungut
PPh pasal 22 diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan
pajak. Adapun masalah di penelitian ini adalah keterlambatan pelaporan pajak
dan tidak adanya membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga
bendahara desa tidak melakukan pelaporan yang sesuai dengan undang-
undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan
perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung
Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis dan membuat
kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan ini
menunjukkanperhitungan pajak di desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan
Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyetoran, bendahara
desa menyetor pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat
pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi
pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang
karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa
Gunung Lagan tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi
yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor
64/PMK.05/2013 pasal 17.

Kata Kunci : Penerapan Perpajakan, Dana Desa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil
kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk
upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh
pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa).

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan
desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi
kewenangan desa.

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan
APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa
bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa di
kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil untuk mensejahterakan
masyarakat desa dan untuk memperseimbangkan perekonomian masyarakat
desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (Bohari.,2017, hal.24) Pajak adalah
iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum.

Menurut Herry Kamaroesid (2017, hal.294) dana desa adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan
masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki
ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan
pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi,
potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan
pendesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang
desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi
APBD. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa
secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan



penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur
sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat
agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya membutuhkan
sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa ini tidak
mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhan pihak lain
sebagai penyedia barang atau penyedia jasa.

Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang
mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak
dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22
ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa
menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut
pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang
terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan
sebagai pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang
berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan
pemungutan, bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara
desa melakukan penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa
setiap bulan harus melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah
kerjanya.

Desa kecamatan Gunung Meriah melakukan pembelian terhadap barang
kena pajak dan/atau jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertambahan

nilai, dan juga melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan



pajak penghasilan pasal 22. Adapun rincian jumlah pajak pertambahan nilai

dan pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai
Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)

Nama Desa PPh 22 10% PPN 1,5%

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Gunung Lagan | 1.967.681 5.909.078 | 6.476.351 | 7.523.985 | 39.915.553 | 44.037.491

Sumber : bendahara desa Gunung Lagan

Berdasarkan tabel I-1 diatas dapat dilihat bahwa desa Gunung Lagan pada
tahun 2015 hingga 2017 jumlah nominal pajak pertambahan nilai lebih tinggi
dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, ini dikarenakan desa
melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, sehingga hanya
terkena pajak pertambahan nilai (di atur dalam PMK 154 tahun 2010 pasal 3
ayat 1 huruf e).

Desa Gunung lagan berdasarkan perhitungan, wajib pajak menghitung nilai
pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, besarnya pajak pertambahan
nilai dengan tarif 10% dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif
1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22
sesuai dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang-
Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat
Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014
penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan
masa

Berdasarkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan undang-undang, ini

dikarenakan bendahara desa melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan




kwitansi belanja, bendahara desa melakukan pengadaan peralatan perwiritan 4
dusun bulan oktober 2016 dan melaporkan pajak PPN dan PPh Pasal 22
tanggal 24 Februari 2017, bendahara desa melaporkan pajak lebih dari satu
bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984
bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir
bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK
243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal
22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal
ini, bendahara desa membayar denda telat lapor, SPT massa PPh denda
terlambat lapor ialah 100 ribu dan SPT massa PPN denda terlambat lapor ialah
500 ribu.

Bendahara Desa Gunung Lagan tidak membayar denda telat lapor, menurut
PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal
penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam
jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD
diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Desa Gunung Lagan tidak adanya bukti
transaksi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik
untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul “ Analisis Penerapan
Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung

Meriah ”.



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :
1. Adanya pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-
Undang yang sudah ditentukan.
2. Bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatan pelaporan
pajak.
3. Tidak adanya bukti transaksi/dokumentasi pemberlanjaan di desa

Gunung Lagan.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti
merumuskan masalah Bagaimanakah penerapan perpajakan pengelolaan dana

desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung Meriah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana
penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan
Gunung Meriah.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :



a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang
pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang
perpajakan.

b. Bagi Kantor Desa Gunung Lagan
Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi pihak
desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam pengelolaan dana
desa.

c. Bagi Pihak Lain
Dapat di gunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi

peneliti selanjutnya.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoristis

1. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya

1.1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung

mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Dari sisi pengeluaran,belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa
digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa;dan.

2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
desa digunakan untuk:

a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
b) Operasional pemerintah desa;
¢) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan

d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.



1.2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan
pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Berikut sistem
pemotong dan pemungut pajak :
1. Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP
2. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak
Bendahara desa pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan
belanja barang maka harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan
melakukan pemungutan PPN apabila belanja barang ini memenuhi
persyaratan pemungutan PPh pasal 22 dan pemungutan PPN.
3. Melakukan Penyetoran Pajak Yang Telah Dipotong dan/atau Dipungut

4. Melaporkan Pajak Yang Telah Dipotong dan/atau Dipungut

2. Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.1. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak

Pertambahan Nilai

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa
sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A

ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 yang mengatur bahwa pajak yang
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terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena
Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor
dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.2. Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP
dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas
nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan PPN dan PPnBM vyang terutang. Apabila yang melakukan
penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka
seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh
bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang
Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang
terutang Pajak Pertambahan Nilai.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan
pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah
barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang
bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan
Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-

undang ini.
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Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu
dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-
Undang PPN 1984 sebagai berikut :

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makam,
warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman
yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketering.

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan
pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan
pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang
menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena
pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa
Kena Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
Adapun jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam
kelompok jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN
1984 sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan kesehatan medis
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b. Jasa pelayanan sosial

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko

d. Jasa keuangan

e. Jasa asuransi

f. Jasa keagamaan

g. Jasa pendidikan

h. Jasa kesenian dan hiburan

i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan
udara luar negeri

k. Jasa tenaga kerja

I. Jasa perhotelan

m.Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintah secara umum

n. Jasa penyediaan tempat parkir

0. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

g. Jasa boga atau ketering

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan
tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha

adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan
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usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk
mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai

pajak berdasarkan undang-undang ini.

4. Penyerahan yang terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ Undang-Undang PPN 1984 mengatur
bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajakdi dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajakdi dalam
daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya
dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP

b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan
dari Pengenaan PPN. Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis

penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN
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antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang

Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :

a.

6.

Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan
perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini

. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak

Ternak yang Kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian

. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan, atau perikanan
Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan

Pakan ikan

. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak

termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau
rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah
mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

a.

Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut
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merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak
masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur
pajak.

b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib
memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran.
Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur
pajak.

c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama
dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada
jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah
pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau
dikompensasikan ke masa pajak beriikutnya.

e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN).

2.3. Penghitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang
Dipungut
Bendahara desa sebagai pemungut pajak pada saat melakukan
pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan
pemerintah harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara
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mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP)
yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.
PPN Terutang = 10% x Harga Jual atau Penggantian

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarannya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu
adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga
Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk
pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan

potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.4. Pembayaran Yang Tidak Dipungut
Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan
BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus
dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan
pemerintah menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana
diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563
tahun 2003 sebagai berikut :
1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan
perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau

dibebaskan dari pengenaan PPN
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. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan

Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina

Pembayaran atas rekening telepon

. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan
Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

2.5. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah

diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan

pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat

dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat
menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN

baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.

. Rekanan menerbitkan faktur pajak denan kode transaksi “02”.

. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum

penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat
pembayaran diterima.
Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN

dan atau PPnBM.
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. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPNnBM maka PKP rekanan

Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur

Pajak.

. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga :

a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara),

b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah),

c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)

. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP

Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP

dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor

atas nama PKP Rekanan Pemerintah.

. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang

melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ...............

dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.

. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam

rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi

atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai

berikut :

a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan),

b. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN),

c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT
Masa PPN),

d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal

untuk KPPN),
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e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara).
10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat)
yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah.
b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT
Masa PPN.
d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN.
11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar
ke-1 dan lembar ke-2.
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal
advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP.
13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan

Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

2.6. Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa
wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke
kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir
masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak

Pertambahan Nilai.
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3. Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

3.1. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri
Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori
penjelasannya diatur bahwa diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai
pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada
pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang
mempunyai fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara
desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya
sebagaimana diatur dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang
mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3.2. PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan Dengan Pembayaran atas
Penyerahan Barang

Pada dasarnya PPh pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas
penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa
kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian
barang harus dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh
Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan
pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk :

a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-

benda pos.

b. Pemakaian air dan listrik.
3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh

bendahara desa.
Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa
memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6
PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa
kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang

dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan
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Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh
Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat
menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3.3. Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010
s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut
oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga

pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

PPh pasal 22 = 1,5% x Nilai Pembelian (Tanpa PPN)

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus
persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat

menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.4. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam
PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada

loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik

lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.
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2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti
penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem
pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke
bank persepsi.

3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah
apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan
kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau
tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana
administrasi lain tersebut.

4. Satu formulir SSP atau sarana admistrasi lain hanya dapat digunakan
untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau
bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1

(satu) jenis setoran.

3.5. Tata Cara Pelaporan

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib
melaporkan hasil pemungutan PPH pasal 22 setiap bulan dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak.
Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah

masa pajak berakhir.
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Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat

digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah

sebagai berikut :

Tabel 11.1

Penelitian Terdahulu

No | Peneliti | Judul Penelian | Metode Penelitian Hasil Penelitian
1 | Chandra | Pengelolaan Metode Deskriptif | Sebagian dari dana ADD
Kusuma | Alokasi Dana untuk pemberdayaan
putra, Desa Dalam masyarakat digunakan
Dkk Pemberdayaan untuk biaya operasional
Masyarakat pemerintah desa
Desa sehingga penggunaan
ADD tidak sesuai dengan
peruntukannya
2 | Feni Analisis Metode Kualitatif | Pengelolaan keuangan
Yudanti | Pengelolaan desa karangluhur
Prasetyan | Alokasi Dana termasuk didalamnya
ingtyas, | Desa Dalam penggunaan ADD
Dkk Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat masyarakat desa
Desa Karangluhur termuat
Karangluhur dalam Peraturan Menteri
Kabupaten Dalam Negeri No 113
Wonosobo tahun 2014
3 | Astrid Analisis Metode Kualitatif | Siklus pendapatan yang
Anitarah | Pengaruh terdapat PT.ABC, tax
mi, DKk | Penerapan Tax review yang dilakukan
Review atas oleh konsultan pajak
Pajak terhadap perhitungan
Pertambahan pajak pertambahan nilai
Nilai pada bertujuan untuk
PT.ABC membantu diminimalisir
kesalahan dan kerugian
dari perhitungan pajak
yang dilakukan oleh
PT.ABC.
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C. Kerangka Berfikir

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara
nasional dalam APBN setiap tahun.Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-udang
material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai
pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah
wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor
ke kas negara. Kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak setelah
menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah
melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam
pencatatan pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir

sebagai berikut :



Dana
Desa

A 4

Penerapan Perpajakan Pengelolaan
Dana Desa Kecamatan Gunung
Meriah

\ 4

Perhitungan

\ 4

Penyetoran

Pelaporan

A 4
Pencatatan Pajak

Sesuai Undang-Undang

Gambar 11.2
Kerangka Berfikir




BAB I111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut
Sugiyono (2012, hal. 33) penelitian deskriptif adalah  penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan

variabel yang lain.

B. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012, hal. 31) definisi variabel adalah penenruan
konstrak atau sifat yang akan dipelajarisehingga menjadi variabel yang dapat
diukur. Variabel dalam penelitian analisis penerapan perpajaka pengelolaan
dana desa Gunung Lagan kecamatan Gunung Meriah memiliki tiga variabel
yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Perhitungan adalah menghitung
nilai belanja barang dengan nilai pajak yang sesuai dengan undang-undang,
penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara melalui layanan pada
loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya
pada bank persepsi/pos persepsi, pelaporan adalah melaporkan pajak yang telah
dihitung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa.
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C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor
Desa Gunung Lagan JI. TR Angkasa Gunung Lagan Kecamatan Gunung
Meriah.
2.Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai

Maret 2018.
Tabel I11.1
Rincian Waktu Penelitian
Kegiatan Desember Januari Februari Maret
112 21314
Penelitian

Pengerjaan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Pengerjaan Skripsi

Bimbingan Skripsi

Sidang Meja Hijau




29

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
Sugiyono (2012, hal. 12) jenis data yang digunakan dengan penelitian ini
adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data
kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu.

2. Sumber Data
Sugiyono (2012, hal. 193) sumber data yang digunakan dengan penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu dokumentasi
dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data yaitu jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012, hal 401) menyatakan pengumpulan data dapat dilakukan
dalam berbagai sumber dan berbagai cara, peneliti memanfaatkan sumber
primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data dokumentasi dan wawancara.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang
menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang sudah dikumpulkan, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan Data
Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh
oleh bendahara desa. Sebelum melakukan penelitian penulis menganalisis data
yang diperoleh terlebih dahulu. Lalu, penulis menganalisis penerapan
perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan.
2. Melakukan Analisis
Setelah melakukan tahap pertama penulis melakukan konfirmasi atas data yang
diperoleh dengan wawancara kepada bendahara desa agar data yang diperoleh
tidak keliru.
3. Membuat Kesimpulan
Menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti atas data yang diperoleh oleh

bendahara desa Gunung Lagan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran umum Desa Gunung Lagan
Desa Gunung Lagan merupakan salah satu desa yang berada di
pemukiman punaga terletak di kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh
Singkil yang berjarak 5 KM dari pusat kecamatan, luas wilayah dari desa
Gunung Lagan adalah £ 13063 Ha.

Adapun visi desa Gunung Lagan yaitu membangun desa Gunung Lagan
yaitu dengan mengedepankan sumber daya alam, manusi dan tetap
beriorientasi kepada kepentingan umum sehingga kesejahteraan masyarakat
desa dan ESDM masyarakat desa Gunung Lagan dapat meningkat.

Adapun misi dari desa Gunung Lagan adalah :

a. Membangun sarana dan prasarana transportasi desa

b. Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian

¢. Membangun fasilitas sanitasi pemukiman desa

d. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan desa.

e. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat desa

Alokasi dana desa pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari

Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten Aceh

Singkil dan merupakan dana hak bagi setiap desa yang berada dibumi
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nusantara ini, adapun besarannya bervariasi disesuaikan dengan situasi dan
kondisi desa tersebut.

Desa Gunung Lagan mempunyai pencatatan perpajakan tentang pajak
pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22. Dalam Undang-Undang
pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 bendahara desa
harus menerapkan perpakannya yaitu perhitungan, penyetoran dan

pelaporan.

2. Hasil Analisis

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga
atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak
Pertambahan Nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk
semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010
dan PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh
bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga
pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bendahara desa melakukan keterlambat dalam menyetor dan melapor
PPN dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan, sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling
lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak
penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak

berakhir.
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Karena keterlambatan menyetor dan melapor pajak bendahara desa
dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa
tidak membayar denda atas keterlambatannya .

Prosedur pencatatan yang dilakukan bendahara desa berkaitan dengan
akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah
pembelian barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan bendahara
desa wajib mencatat atau membukukannya, masalah yang timbul tidak
lengkapnya pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa.

Pencatatan di desa Gunung Lagan tidak adanya bukti transaksi sehingga

pencatatan perpajakannya tidak lengkap.

B. Pembahasan

Desa Gunung Lagan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan
antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22.
Dalam melakukan kewajibannya, bendahara desa Gunung Lagan melakukan
terlambat membayar atau terlambat melapor.

Berikut adalah transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh
bendahara desa Gunung Lagan yang di kenakan pajak :
Tanggal 30 Oktober 2016 desa melakukan pengadaan peralatan perwiritan 4
dusun, tanggal 30 November 2016 jatuh tempo pajak pertambahan nilai,
bendahara desa melakukan setor dan melapor pajak tanggal 02 Februari 2017.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak,
bendahara desa harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang

berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan
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pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara desa
sehubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pembayaran atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan
secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia.
Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan
yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang
ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan
pembelian barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan

oleh Menteri Keuangan.

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan
Pasal 22
Desa Gunung Lagan dalam menghitung pajak pertambahan nilai telah
disesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan
mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP)
dikalikan dengan tarif 10%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di
Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU

No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983.
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Pada tanggal 30 Oktober 2016 dan 31 Desember 2016 bendahara desa
melakukan pembayaran atas pembangunan musholla dusun 1 senilai
Rp. 91.200.000.

Maka PPN, 100/110 x Rp. 91.200.000 x 10% = Rp. 8.290.909

Bendahara desa Gunung Lagan melakukan perhitungan pajak
penghasilan pasal 22 telah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan
perpajakan yaitu dengan mengurangkan nilai pembelian dengan nilai PPN
dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b
dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016.

Maka, PPh Pasal 22 yang di bayarkan oleh bendahara desa adalah :

Rp. 91.200.000 - Rp. 8.290.909 x 1,5% = Rp. 1.243.636

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal

22

Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22
sesuai dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang-
Undang PPN 1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan
Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun
2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat
pemberitahuan masa.

Tanggal 11 November 2016 bendahara desa melakukan pembayaran
untuk kegiatan perbaikan gizi balita yang dikenakan PPN dan PPh Pasal
22. Bendahara desa melaporkan dan menyetor SPT Masa PPN dan PPh

Pasal 22 atas kegiatan tersebut pada tanggal 24 Februari 2017. Hal ini
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menyebabkan adanya keterlambatan melapor dan menyetor SPT Masa
pajak.

Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh
Pasal 22 pada tanggal 10 Desember 2016, sehingga bendahara desa tidak
terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan

lapor..

3. Pelaporan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal

22

Desa Gunung Lagan dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan
undang-undang, ini dikarenakan bendahara desa melakukan pembayaran
pajak tidak sesuai dengan kwitansi belanja, bendahara desa melaporkan
pajak lebih dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A
Undang-Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak
pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir
masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa
wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat
belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini bendahara desa di
kenakan denda atas keterlambatan lapor.

Tanggal 11 November 2016 bendahara desa melakukan pembayaran
atas kegiatan perbaikan gizi balita yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
Bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 22 pada
tanggal 24 Februari 2017. dari tanggal tersebut adanya keterlambatan

melapor dan menyetor pajak.
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Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh
Pasal 22 pada tanggal 10 Desember 2016, sehingga bendahara desa tidak
terlambat membayar pajak dan tidak dikenai denda terlambat melapor dan
menyetor.

Bendahara Desa Gunung Lagan tidak membayar denda atas
keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor
64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang
beserta sanksinya ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan
bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi
dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Penerapan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di desa Gunung Lagan
penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan perhitungan pajak PPN dan PPh Pasal 22
bendahara desa menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-
undang besarnya pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% berdasarkan
UU No. 42 tahun 2009 dan besarnya pajak pengahasilan pasal 22 dengan
tariff 1,5% berdasarkan pasl 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154
tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016.

Berdasarkan Penyetoran pajak pertambahan nilai desa Gunung Lagan di
lakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan peraturan

Undang-Undang dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 penyetoran
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pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa
PPN. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat
Pemberitahuan Masa sesuai dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014
penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat
Pemberitahuan Masa.

Desa Gunung Lagan belum menerapkan perpajakan berdasarkan
pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Menurut UU No. 42 tahun
2009 sebaiknya pajak yang sudah di pungut harus dilaporkan dan dibayar
agar tidak adanya denda atas keterlambatannya melapor pajak. Bendahara
desa tidak membayar denda atas terlambat melapor, sehingga tidak
mematuhi undang-undang yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian bendahara desa tidak melengkapi data
dokumentasi keuangan, karena tidak adanya bukti transaksi pembelian dan
penjurnlahan atas transaksi yang dilakukan sehinggan bendahara desa sulit

untuk memperkirakan barang-barang apa saja yang sudah dibeli.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan perpajakan
di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah dapat disimpulkan sebaga
berikut :

1. Perhitungan perpajakan desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan
Undang-Undang No.42 tahun 2009 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan
Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tariff 10% dan dengan
pasl 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16
tahun 2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari nilai PPN
dikalikan dengan tarif 1,5%.

2. Penyetoran perpajakan desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan
Undang-Undang diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 vyaitu
menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan
Masa PPN. Diatur dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 yaitu
menyetorkan pajak penghasilan pasal 22 dengan Surat Pemberitahuan
Masa.

3. pelaporan perpajakan desa Gunung Lagan belum sesuai dengan Undang-
Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 vyaitu
bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir

bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014
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bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling
lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

4. Bendahara desa tidak membayar denda atas keterlambatan melapor.
Sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal
17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke
kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran
SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa simpulan atas penelitian,
adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat menjadi
bahan masukan dan pehatian bagi bendahara desa Gunung Lagan antara lain
yaitu :

1. Terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan sesuai
dengan undang-undang yang terkait.

2. Bendahara desa terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam
penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.

3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar
pajak PPN dan PPh Pasal 22 ke kas Negara, agar tidak terus menerus
dikenakan denda atas keterlambatan melapor.

4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor,

agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak
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terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam

membayar pajak termasuk tepat waktu dalam melapor.
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